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	Abstract: Terrorism is an extraordinary crime that places the Indonesian National Police at the centre of national counterterrorism efforts. This study examines the preventive and repressive measures taken by the police and identifies the juridical obstacles that constrain them, then reassesses those obstacles against the legal regime in force today. The research is normative-empirical legal research using statutory and case approaches, drawing on primary and secondary legal materials analysed descriptively and qualitatively. The findings show that preventive measures rest on public education about bomb threats, mapping of radical organisations, and cross-sector mobilisation, while repressive measures cover investigation, inquiry, arrest, and detention. Four obstacles were identified: limited arrest and detention periods, the absence of criminal liability for precursor activities, the restricted evidentiary status of intelligence reports, and the voluntary character of deradicalisation. Reassessment shows that Law Number 5 of 2018 has normatively resolved three of the four through new offences and extended procedural periods, while the evidentiary limitation on intelligence reports persists. The study argues that the remaining obstacles are now implementational rather than normative, and require harmonisation with the criminal procedure code effective from January 2026.


Abstrak: Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aktor utama penanggulangan. Penelitian ini mengkaji upaya preventif dan represif yang ditempuh kepolisian serta mengidentifikasi kendala yuridis yang membatasinya, kemudian menilai kembali kendala tersebut terhadap rezim hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan upaya preventif bertumpu pada sosialisasi bahaya dan ancaman bom, pendataan organisasi radikal, serta penggalangan lintas sektor, sedangkan upaya represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Ditemukan empat kendala, yaitu keterbatasan masa penangkapan dan penahanan, belum dipidananya kegiatan pendahuluan, terbatasnya kedudukan laporan intelijen sebagai alat bukti, dan sifat sukarela deradikalisasi. Penilaian ulang memperlihatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah menjawab tiga dari empat kendala tersebut melalui kriminalisasi baru dan perpanjangan masa acara, sementara pembatasan kedudukan laporan intelijen tetap bertahan. Penelitian ini berargumentasi bahwa kendala yang tersisa kini bersifat implementatif dan menuntut harmonisasi dengan hukum acara pidana yang berlaku sejak Januari 2026.
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PENDAHULUAN
Terorisme menempati posisi khusus dalam hukum pidana Indonesia karena digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menuntut penanganan luar biasa pula (extraordinary measures). Sifat luar biasa itu tidak semata-mata terletak pada besarnya korban, melainkan pada karakter jaringannya yang lintas negara, modus operandinya yang berubah-ubah, dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Karena itu, terorisme tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri oleh satu lembaga atau satu negara, dan penanggulangannya menuntut kerja yang maksimal, terpadu, intensif, serta komprehensif (Wahid dkk., 2014).
Dalam kerangka kelembagaan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia menempati posisi sentral. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan Polri sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, sekaligus pemberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran itu dipertegas pada tataran teknis melalui Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 yang mewajibkan Polri memberikan bantuan pengamanan terhadap objek vital nasional, yakni kawasan, bangunan, instalasi, atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara sebagaimana dimaksud Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. Objek vital justru menjadi sasaran yang lazim dipilih pelaku teror karena gangguan terhadapnya berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan roda pemerintahan.
Persoalannya, aparat kepolisian tidak hanya berperan sebagai pelindung objek vital, tetapi juga menjadi sasaran serangan. Rangkaian peristiwa sepanjang 2016 hingga 2017, mulai dari serangan bom bunuh diri di Markas Kepolisian Resor Kota Solo, penyerangan terhadap anggota kepolisian di Tangerang oleh pengikut ISIS, hingga penyerangan anggota Brigade Mobil di Masjid Falatehan dekat Markas Besar Polri, memperlihatkan bahwa simbol penegak hukum dijadikan target untuk menunjukkan eksistensi pelaku. Pola serangan juga bergeser, tidak lagi bertumpu pada bom rakitan semata, melainkan meluas pada senjata tajam dan aksi pelaku tunggal yang memperoleh doktrin serta pengetahuan merakit bom secara otodidak dari media sosial. Meski sporadis dan berskala kecil, serangan demikian tetap mencemaskan (Abimanyu, 2015), sebab tujuannya bukan mengalahkan aparat melainkan memperjuangkan ideologi sekaligus menunjukkan eksistensi pelaku (Parthiana, 2013).
Ancaman pidana terhadap terorisme sesungguhnya tergolong berat. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Namun beratnya ancaman pidana tidak dengan sendirinya menghentikan aksi terorisme. Di sinilah muncul masalah hukum yang menjadi fokus penelitian: efektivitas penanggulangan terorisme tidak ditentukan oleh berat-ringannya ancaman pidana semata, melainkan oleh ketersediaan instrumen hukum yang memungkinkan aparat bekerja sebelum aksi teror terjadi.
Persoalan tersebut bersifat berlapis. Pada lapis pertama terdapat pertanyaan mengenai bentuk upaya yang secara faktual ditempuh kepolisian, baik yang bersifat mencegah maupun menindak. Pada lapis kedua terdapat pertanyaan mengenai hambatan yang menyertai upaya tersebut, khususnya hambatan yang bersumber pada rumusan norma dan bukan pada keterbatasan sumber daya. Pembedaan kedua lapis itu penting karena keduanya menuntut jalan keluar yang berbeda: hambatan normatif menuntut perubahan undang-undang, sedangkan hambatan implementatif menuntut penguatan kapasitas dan koordinasi.
Kajian mengenai penanggulangan terorisme di Indonesia telah berkembang cukup lama. Ali (2012) menelaah konstruksi teori dan praktik hukum pidana terorisme, Hardiman (2013) mempersoalkan definisi, aksi, dan regulasi terorisme, sedangkan Golose (2009) menawarkan model deradikalisasi yang bertumpu pada pendekatan humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput. Kajian-kajian tersebut sangat berjasa membentuk kerangka berpikir penanggulangan terorisme, tetapi seluruhnya ditulis pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam rumusan aslinya.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berhenti pada identifikasi kelemahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, penelitian ini menempatkan kendala-kendala tersebut sebagai objek yang harus diuji ulang terhadap hukum yang berlaku sekarang. Sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diberlakukan, terdapat kriminalisasi baru terhadap keanggotaan organisasi teroris, perekrutan, dan pelatihan militer, serta perpanjangan masa penangkapan dan penahanan (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018). Sejak 2 Januari 2026 berlaku pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perubahan berlapis tersebut belum dijangkau oleh kajian terdahulu, padahal justru perubahan itu yang menentukan apakah kendala yang dahulu diidentifikasi masih relevan.
Relevansi pengujian ulang tersebut diperkuat oleh data capaian. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaporkan bahwa Indonesia mempertahankan status nihil serangan teroris selama tiga tahun berturut- turut pada periode 2023 sampai 2025, dengan jumlah tersangka yang ditangkap Detasemen Khusus 88 menurun dari 147 orang pada 2023 menjadi 55 orang pada 2024 dan 51 orang pada 2025 (Polri, 2025). Angka tersebut menuntut penjelasan yuridis: apakah perbaikan capaian itu berkorelasi dengan penguatan instrumen hukum, dan kendala apa yang masih tersisa.
Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang ditempuh Kepolisian Negara Republik Indonesia; kedua, menganalisis kendala-kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme beserta status kendala tersebut dalam rezim hukum yang berlaku. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian kebijakan hukum pidana dengan memperlihatkan pergeseran dari model penanggulangan yang reaktif menuju model yang antisipatif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penyidik dan pengambil kebijakan dalam menata prioritas pembenahan, yakni membedakan kendala yang sudah terjawab oleh norma dari kendala yang masih menuntut perubahan hukum.
METODOLOGI PENELITIAN 
Bagian ini menguraikan cara penelitian dilakukan agar temuan yang disajikan dapat ditelusuri dan diuji kembali. Uraian mencakup jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, serta batasan penelitian.

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Dimensi normatif digunakan karena objek utama kajian adalah norma hukum penanggulangan terorisme beserta kelemahan-kelemahannya, sedangkan dimensi empiris digunakan untuk menempatkan norma tersebut dalam konteks praktik penegakan hukum yang dijalankan kepolisian.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah rumusan delik, kewenangan acara, dan kelembagaan penanggulangan terorisme, termasuk menguji konsistensi antarnorma sesudah terjadinya perubahan undang-undang. Pendekatan kasus dipakai untuk membaca pola perbuatan dalam peristiwa terorisme yang telah terjadi, sehingga penilaian atas kecukupan norma tidak dilakukan secara abstrak melainkan diuji terhadap modus yang nyata.
Kedua pendekatan tersebut bekerja secara bertingkat. Pendekatan kasus dipakai lebih dahulu untuk memetakan bentuk perbuatan yang perlu dijangkau hukum, kemudian pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menilai apakah norma yang tersedia mampu menjangkaunya. Alur ini penting karena permasalahan penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apa saja upaya yang dilakukan kepolisian, melainkan berlanjut pada pertanyaan mengapa upaya tersebut terhambat dan apakah hambatannya bersumber pada norma atau pada pelaksanaan.

2.2 Jenis dan Sumber Data
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak instansi terkait penanggulangan tindak pidana terorisme, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kearsipan dan dokumen, meliputi buku, literatur, majalah, surat kabar, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017. Data capaian penindakan bersumber pada publikasi resmi kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bukan pada perkiraan penulis.

2.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh buku, peraturan perundang-undangan, majalah, literatur, dan surat kabar yang berhubungan dengan objek penelitian, serta melalui penelitian lapangan (field research) berupa pengumpulan data dan dokumen disertai wawancara langsung dengan pihak instansi terkait.
Terhadap perubahan peraturan yang terjadi sesudah rumusan awal kendala penelitian disusun, penelusuran diarahkan pada teks undang-undang dan publikasi resmi lembaga negara agar setiap pernyataan mengenai perubahan norma dapat diverifikasi sumbernya. Data yang tidak dapat diverifikasi tidak digunakan sebagai dasar argumentasi.

2.4 Teknik Analisis Data
Data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan. Analisis ditempuh melalui alur berjenjang: identifikasi bentuk upaya penanggulangan, identifikasi hambatan yang menyertainya, penelusuran norma yang menjadi sumber hambatan, dan penilaian atas kecukupan norma tersebut.
Khusus untuk permasalahan kedua, analisis dilanjutkan dengan komparasi normatif, yaitu menyandingkan rumusan norma yang menjadi sumber kendala dengan rumusan norma yang berlaku sesudahnya. Komparasi ini menghasilkan penilaian mengenai kendala mana yang telah terjawab secara normatif dan kendala mana yang masih bertahan, sehingga rekomendasi yang disusun tidak mengulang usulan yang sebenarnya sudah dipenuhi oleh pembentuk undang-undang.
Validitas analisis dijaga melalui tiga cara. Pertama, setiap uraian mengenai bentuk upaya penanggulangan ditelusuri pada sumber yang menerangkannya sehingga tidak ada praktik yang ditambahkan tanpa dasar. Kedua, setiap pernyataan mengenai rumusan pasal diperiksa langsung pada teks undang-undang, termasuk teks perubahannya, agar tidak terjadi kekeliruan penyebutan norma yang sudah tidak berlaku. Ketiga, setiap penilaian normatif diuji dengan menyandingkannya pada pandangan yang berbeda, khususnya pandangan yang mengingatkan risiko kriminalisasi berlebihan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan terorisme, agar argumentasi yang dibangun tidak bersifat satu arah.

2.5 Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak membahas peran lembaga lain secara mendalam, kecuali sepanjang diperlukan untuk menjelaskan pola koordinasi. Penilaian terhadap regulasi terbaru juga dibatasi pada aspek rumusan delik, kewenangan acara, dan status keberlakuan norma, serta tidak mencakup pengukuran efektivitas secara statistik.
Data capaian penindakan yang disajikan karenanya diperlakukan sebagai konteks yang memperkuat pembacaan atas norma, bukan sebagai bukti hubungan sebab akibat antara perubahan undang-undang dan menurunnya jumlah serangan. Penelitian ini juga tidak menilai keabsahan tindakan aparat dalam perkara konkret, melainkan menilai kecukupan norma yang menjadi dasar tindakan tersebut, sehingga kesimpulan yang ditarik berlaku pada tataran pengaturan dan bukan pada tataran perkara individual.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dan pembahasan disajikan secara terpadu mengikuti dua rumusan masalah. Subbagian 3.1 menguraikan dan menganalisis upaya penanggulangan yang ditempuh kepolisian, sedangkan subbagian 3.2 menguraikan kendala yuridis yang menyertainya sekaligus menilai status kendala tersebut dalam rezim hukum yang berlaku.

3.1 Upaya Preventif dan Represif Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang ditempuh kepolisian terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi penyelenggaraan sosialisasi di masyarakat mengenai bahaya dan ancaman bom, pendataan seluruh organisasi garis keras atau radikal yang diketahui mengarah pada ancaman teror, serta penggalangan seluruh unsur terkait di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lainnya untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan terorisme. Berkaitan dengan organisasi radikal, kepolisian juga menjalankan proses deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan mantan narapidana kasus terorisme.
Upaya represif meliputi penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, serta penahanan. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan bersumber pada hukum acara yang berlaku, dan kepolisian menjalankannya melalui Detasemen Khusus 88 Antiteror yang dirancang sebagai unit dengan kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Dalam praktiknya kepolisian tidak bekerja sendirian, melainkan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengawasi mobilitas lintas negara, dengan Bea dan Cukai untuk mencegah penyelundupan alat penunjang, dengan Tentara Nasional Indonesia berkaitan dengan penggunaan persenjataan berteknologi tinggi, serta dengan lembaga intelijen negara karena pola gerak pelaku menyerupai pola intelijen.
Menurut analisis penulis, pembagian preventif dan represif tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia tidak bertumpu pada satu jalur tunggal. Secara yuridis, corak ini sejalan dengan gagasan kebijakan hukum pidana yang menempatkan sarana penal dan nonpenal sebagai satu kesatuan (Arief, 2012), dan dengan pandangan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem peradilan pidana beserta lembaga-lembaga pendukungnya (Reksodiputro, 2014). Upaya preventif tidak sekadar melengkapi upaya represif; upaya preventif justru menentukan apakah aparat memiliki kesempatan bertindak sebelum korban jatuh.
Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, upaya preventif berbentuk sosialisasi dan penggalangan lintas sektor bekerja pada faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sedangkan upaya represif bekerja pada faktor aparat dan faktor sarana. Hukum tidak akan bekerja hanya karena normanya tersedia; ia menuntut dukungan kelembagaan dan penerimaan sosial (Rahardjo, 2011). Dari perspektif teori pemidanaan, upaya represif dalam perkara terorisme cenderung bercorak pencegahan umum, yaitu melumpuhkan jaringan dan menimbulkan efek jera, sementara deradikalisasi bercorak perawatan yang berorientasi pada perubahan cara berpikir pelaku (Muladi & Arief, 2012). Keduanya tidak saling meniadakan, melainkan menyasar tahap yang berbeda dalam rantai radikalisasi.
Temuan tersebut memperoleh dukungan dari data capaian penegakan hukum. Kepolisian melaporkan bahwa Indonesia mempertahankan status nihil serangan teroris selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2023 sampai 2025, sementara jumlah tersangka yang ditangkap justru menurun secara berurutan. Tabel 1 menyajikan perkembangan capaian tersebut.
Tabel 1. Capaian Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Periode 2023–2025
	Tahun
	Serangan Teroris
	Tersangka Ditangkap Densus 88
	Catatan

	2023
	Nihil
	147 orang
	Awal periode nihil serangan; penindakan paling intensif

	2024
	Nihil
	55 orang
	Pembubaran kelompok Jemaah Islamiyah pada Juni 2024

	2025
	Nihil
	51 orang
	Status nihil serangan bertahan tiga tahun berturut-turut


Sumber: Diolah dari Rilis Akhir Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri, 2025)
Data tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Nihilnya serangan tidak identik dengan hilangnya ancaman, sebab menurunnya jumlah penangkapan dapat berarti melemahnya jaringan sekaligus dapat berarti berpindahnya aktivitas ke ruang yang lebih sulit dijangkau, khususnya ruang digital tempat perekrutan dan propaganda berlangsung. Karena itu, temuan ini tidak dipakai untuk menyimpulkan keberhasilan secara mutlak, melainkan untuk menunjukkan bahwa kombinasi upaya preventif dan represif memberikan hasil yang terukur ketika ditopang instrumen hukum yang memadai.

3.2 Kendala Yuridis dan Statusnya dalam Rezim Hukum yang Berlaku
Meskipun kepolisian mampu mengungkap dan menangkap pelaku, penanggulangan terorisme tidak berlangsung tanpa hambatan. Berdasarkan penelusuran terhadap praktik penyidikan pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam rumusan aslinya, ditemukan empat kendala yang bersumber pada norma.
Kendala pertama menyangkut masa penangkapan dan penahanan. Pasal 28 undang-undang tersebut hanya memberi penyidik waktu penangkapan paling lama 7 x 24 jam, sedangkan Pasal 25 memberi kewenangan penahanan paling lama enam bulan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Jangka waktu itu dirasakan kurang memadai untuk mengungkap jaringan berskala nasional, regional, maupun internasional yang bersifat tertutup dan bermobilitas tinggi.
Kendala kedua menyangkut kegiatan pendahuluan (precursor activities). Undang-undang tersebut belum mencakup kegiatan pendahuluan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, padahal aksi teror selalu didahului persiapan dan pelatihan. Pelatihan militer di kawasan pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar yang terbongkar pada awal 2010 memperlihatkan persoalan ini secara konkret: pelakunya tidak dapat dijerat semata-mata karena mengikuti pelatihan. Pasal 14 memang menjangkau pihak yang merencanakan atau menggerakkan orang lain, tetapi ketentuan itu difokuskan pada actor intellectualis dan belum mencakup perekrutan, pembaiatan, maupun penyelenggaraan pelatihan.
Kendala ketiga menyangkut kedudukan laporan intelijen. Pasal 26 menentukan bahwa laporan intelijen hanya dapat digunakan untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, dan penetapannya harus melalui pemeriksaan tertutup oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama tiga hari. Laporan intelijen dengan demikian tidak berkedudukan sebagai alat bukti di persidangan, sehingga peran intelijen dalam mengungkap jaringan menjadi terbatas dan penyidik cenderung hanya menjangkau pelaku lapangan, bukan tokoh ideologis.
Kendala keempat menyangkut deradikalisasi. Pengalaman menunjukkan bahwa penangkapan, penahanan, dan penghukuman melalui persidangan tidak dengan sendirinya menghentikan pelaku untuk kembali melakukan aksi kekerasan, sedangkan penindakan yang disertai deradikalisasi memberikan hasil yang signifikan. Program deradikalisasi menuntut tiga kunci, yaitu pendekatan humanis, soul approach, dan menyentuh akar rumput, sehingga sasarannya tidak terbatas pada narapidana melainkan meluas pada simpatisan dan anggota masyarakat yang telah terpapar paham radikal (Golose, 2009).
Keempat kendala tersebut perlu diuji terhadap hukum yang berlaku sekarang. Tabel 2 menyandingkan rumusan norma yang menjadi sumber kendala dengan rumusan norma yang berlaku sesudahnya.
Tabel 2. Perbandingan Kendala Yuridis dengan Norma yang Berlaku Sesudahnya
	Kendala
	Rumusan pada UU No. 15 Tahun 2003
	Rumusan Sesudah UU No. 5 Tahun 2018
	Status

	Masa penangkapan dan penahanan
	Penangkapan paling lama 7 x 24 jam; penahanan paling lama 6 bulan
	Penangkapan paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang 7 hari; penahanan penyidik hingga 200 hari dan penuntut umum hingga 90 hari
	Terjawab secara normatif

	Kegiatan pendahuluan sebagai tindak pidana
	Hanya menjangkau perencana dan penggerak (Pasal 14)
	Pasal 12A memidana keanggotaan dan perekrutan organisasi teroris; Pasal 12B memidana penyelenggaraan, pemberian, dan pengikutan pelatihan militer atau paramiliter; Pasal 13A memidana hasutan
	Terjawab secara normatif

	Kedudukan laporan intelijen
	Hanya untuk bukti permulaan melalui pemeriksaan tertutup Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 26)
	Ketentuan Pasal 26 tetap dipertahankan
	Belum terjawab

	Deradikalisasi
	Tidak diatur secara tegas dalam batang tubuh
	Diatur sebagai bagian pencegahan bersama kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi, dengan BNPT sebagai pengoordinasi
	Terjawab secara normatif


Sumber: Diolah dari UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018
Menurut analisis penulis, perbandingan tersebut menghasilkan tiga penegasan. Pertama, tiga dari empat kendala yang diidentifikasi telah dijawab oleh pembentuk undang-undang. Perpanjangan masa penangkapan dan penahanan menjawab persoalan waktu pengungkapan jaringan; kriminalisasi keanggotaan, perekrutan, pelatihan, dan hasutan menjawab persoalan kegiatan pendahuluan; sedangkan pengaturan pencegahan yang mencakup kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi memindahkan deradikalisasi dari ranah program menjadi kewajiban yang bersumber pada undang-undang. Secara teoretis, pergeseran ini menandai perpindahan dari model penanggulangan yang reaktif menuju model yang antisipatif, yakni hukum tidak lagi menunggu akibat tetapi memutus rantai radikalisasi pada tahap yang lebih awal.
Kedua, satu kendala tetap bertahan. Kedudukan laporan intelijen sebagai sarana memperoleh bukti permulaan, bukan sebagai alat bukti di persidangan, tidak berubah. Persoalan ini tidak sederhana dan tidak seharusnya diselesaikan dengan memperluas kewenangan intelijen begitu saja, sebab pembatasan tersebut lahir dari kekhawatiran historis terhadap penyalahgunaan kewenangan intelijen yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Argumentasi tersebut dapat dipahami karena setiap penguatan kewenangan dalam perkara terorisme selalu berhadapan dengan risiko kriminalisasi berlebihan. Jalan tengah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah membatasi perluasan itu pada laporan intelijen kepolisian selaku penegak hukum, disertai pengujian keabsahan perolehannya di muka sidang, sehingga penguatan pembuktian tidak dibayar dengan pelemahan jaminan hak tersangka.
Ketiga, muncul persoalan baru yang belum terjangkau rumusan awal penelitian, yaitu harmonisasi hukum acara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan berlaku sejak 2 Januari 2026, sementara ketentuan acara dalam undang-undang terorisme berkedudukan sebagai lex specialis. Sepanjang tidak diubah, ketentuan khusus tersebut tetap berlaku, tetapi rujukan silang terhadap pasal-pasal hukum acara umum menuntut penyesuaian agar tidak menimbulkan ketidakpastian pada tataran penyidikan, mengingat kepastian hukum menuntut agar rujukan norma dapat diketahui dan diramalkan secara jelas oleh para pihak (Marzuki, 2014). Perlu dicatat pula bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menghapus ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tindak pidana terorisme secara tegas dikecualikan, sehingga ancaman minimum khusus dalam undang-undang terorisme tetap dipertahankan. Pengecualian tersebut menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tetap memandang terorisme sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut kepastian pemidanaan yang tegas.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peta kendala penanggulangan terorisme telah bergeser. Hambatan yang dahulu bersifat normatif kini sebagian besar telah teratasi, sehingga persoalan yang tersisa lebih banyak bersifat implementatif, yakni menyangkut kapasitas penyidik, kualitas koordinasi antarlembaga, keberlanjutan program deradikalisasi, dan kemampuan menjangkau radikalisasi di ruang digital. Secara yuridis, konsekuensinya jelas: rekomendasi pembenahan tidak lagi tepat jika hanya diarahkan pada perubahan undang-undang, melainkan harus diarahkan pada penguatan pelaksanaan norma yang sudah tersedia.
KESIMPULAN
Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa penyelenggaraan sosialisasi di masyarakat mengenai bahaya dan ancaman bom, pendataan organisasi garis keras atau radikal yang mengarah pada ancaman teror, serta penggalangan unsur pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lainnya untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan terorisme, termasuk pelaksanaan deradikalisasi terhadap tersangka hingga mantan narapidana. Upaya represif berupa tindakan kepolisian dalam proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang dijalankan melalui Detasemen Khusus 88 Antiteror dengan koordinasi lintas lembaga. Kedua jalur tersebut bersifat saling melengkapi karena menyasar tahap yang berbeda dalam rantai radikalisasi, dan kombinasinya berkorelasi dengan bertahannya status nihil serangan teroris sepanjang 2023 sampai 2025.
Kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme mencakup keterbatasan masa penangkapan dan penahanan, belum dipidananya kegiatan pendahuluan, terbatasnya kedudukan laporan intelijen yang hanya dapat dipakai sebagai sarana memperoleh bukti permulaan, serta belum kuatnya kedudukan deradikalisasi. Pengujian terhadap hukum yang berlaku memperlihatkan bahwa tiga kendala pertama dan keempat telah dijawab secara normatif oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 melalui perpanjangan masa penangkapan dan penahanan, kriminalisasi keanggotaan, perekrutan, pelatihan, dan hasutan, serta pengaturan pencegahan yang mencakup deradikalisasi. Kendala mengenai kedudukan laporan intelijen tetap bertahan, dan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menambah kebutuhan harmonisasi hukum acara. Dengan demikian, hambatan penanggulangan terorisme saat ini lebih bersifat implementatif daripada normatif.
Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan agar pembenahan diarahkan pada penguatan pelaksanaan norma yang telah tersedia, yaitu peningkatan kapasitas penyidik dalam pembuktian delik persiapan dan delik hasutan digital, penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga, serta keberlanjutan program deradikalisasi hingga menjangkau simpatisan di akar rumput. Terhadap kedudukan laporan intelijen, perubahan norma tetap diperlukan, tetapi sebaiknya dibatasi pada laporan intelijen kepolisian selaku penegak hukum disertai pengujian keabsahan perolehannya di muka sidang agar penguatan pembuktian tidak mengorbankan jaminan hak asasi manusia. Selanjutnya, ketentuan acara khusus dalam undang-undang terorisme perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 agar tidak menimbulkan ketidakpastian pada tahap penyidikan. Bagi pengembangan ilmu, penelitian lanjutan disarankan menguji penerapan Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A dalam putusan pengadilan untuk menilai apakah kriminalisasi kegiatan pendahuluan telah berjalan sebagaimana dimaksud pembentuk undang-undang.
Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa penguatan instrumen hukum penanggulangan terorisme tidak boleh dibaca sebagai pemberian kewenangan tanpa batas. Setiap perluasan kewenangan penangkapan, penahanan, maupun pembuktian harus disertai mekanisme pengawasan yang memadai, sebab kejahatan luar biasa tidak menghapus kewajiban negara menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keseimbangan itulah yang menentukan apakah keberhasilan penanggulangan terorisme dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
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